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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4400);   
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah di ubah 
dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang perubahan peraturan 
Perundang-undangan; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);  
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5268);  
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan kepada Masyarakat; 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165);  

19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  6041); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 
Daerah; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  6322); 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 14 Tahun 2016 ; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada 
Pemerintah Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 

Tahun 2018; 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 
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29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2005 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 2 Seri E); 
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan 

Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri C); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 

2 Seri C); 
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Derah Kabupaten Pamekasan Nomor 

3 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan 
Tahun 2018 Nomor 3); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 2); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 
2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 2 Seri C), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6); 
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 

2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 

2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 
Nomor 16); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 
2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2018 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 
4); 

38. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 
Kabupaten Pamekasan;  

39. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  Anggaran 
2019 Kabupaten Pamekasan; 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 
2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam 
Modal Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 20). 



 

 5 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 
3); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN  

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 

 
 

Pasal 1 
 

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 terdiri  atas : 
 
1. Pendapatan : 

a. Pendapatan Asli Daerah ............. Rp 219.671.437.717,13 
Dana Perimbangan ..................... Rp 1.297.089.273.637,00 

b. Lain-lain Pendapatan yang Sah.. Rp    403.253.420.989,00 

Jumlah Pendapatan ................... Rp 1.920.014.132.343,13 
 

2. Belanja : 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai .................... Rp   685.692.649.573,00 

2) Belanja Bunga ...................... Rp                           0,00 
3) Belanja Subsidi ..................... Rp                           0,00 

4) Belanja Hibah ....................... Rp     47.268.400.000,00   
5) Belanja Bantuan Sosial ......... Rp       8.805.330.000,00 
6) Belanja Bagi Hasil ................. Rp       5.449.811.725,00 

7) Belanja Bantuan Keuangan .. Rp   310.126.074.123,00 
8) Belanja Tidak Terduga .......... Rp       4.129.064.250,00 

                                                                   Rp1.061.471.329.671,00 

 
b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai .................... Rp     11.083.318.350,00 
2) Belanja Barang dan Jasa ...... Rp   476.988.790.160,85 
3) Belanja Modal ....................... Rp   399.606.369.876,00 

Rp   887.678.478.386,85 
Jumlah Belanja ..................... Rp 1.949.149.808.057,85 
Surplus/(Defisit) ................... (Rp    29.135.675.714,72) 

 
3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan ................................ Rp    511.632.307.874,22 
b. Pengeluaran ............................... Rp        2.589.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto .......... Rp   509.043.307.874,22 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 
tahun berkenaan ........................ Rp    479.907.632.159,50                   

 
 

Pasal 2 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 
 

 




